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“sayangnya sebagian
besar sumber pembiayaan
PNPM Mandiri berasal dari
bantuan luar negeri. “kedepan
kita harus upayakan PNPM
Mandiri dibiayai dari angga-
ran kita sendiri,” kata Agung
Laksono (Singgih BS. Suara
Karya. JAKARTA).

Tahun 2009 merupakan awal yang
sulit bagi Sunarti untuk memulai
tugasnya sebagai Kader Pember-
dayaan Masyarakat Desa (KPMD),
karena ia harus banyak melakukan
pertemuan di tingkat dusun untuk
menggali gagasan serta usulan
yang akan dirembuk lagi ditingkat
desa. Sunarti yang kesehariannya
juga bekerja sebagai tenaga honor-
er di sekolah MIS Ar-Rahman Desa
Limboro Kecamatan Banawa Ten-
gah Kabupaten Donggala, akhirnya
berhasil melihat hasil kerja keras-
nya, saat dilakukan pembangunan
sekolah tempatnya mengabdi pada
2009, dan pada 2010 pembangunan
sarana air bersih di Desa Limboro
juga terdanai oleh Program Na-
sional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan. (PNPM-MPd).
Walaupun pada proses penggalian
gagasan bahkan sampai perengkin-
gan usulan, mendapat banyak tan-
tangan, khususnya pada perbedaan
pendapat antara kalangan pemuda
dan orang tua.

Fasilitator Kecamatan (FK) Pember- -

_dayaan, Shanty menjelaskan bahwa
pelaksanaan program PNPM-MPd
diawali tahapan sosialisasi, kemu-

dian tahapan perencanaan dan
tahapan pelaksanaan kegiatan
yang harus melibatkan masyarakat
miskin, dengan sasaran utama lebih
menyentuh kebutuhan masyarakat
rumah tangga miskin (RTM) seba-
gai roh PNPM. e

PNPM-MPd adalah salah satu
program unggulan pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pada perjalanannya, metode dan
tahapan PNPM-MPd hampir sama
dengan pelaksanaan Program
Pengembangan Kecamatan (PPK).
Tidak bisa dipungkiri bahwa metode
atau tahapan proses yang diguna-
kan oleh PNPM terbilang lebih baik
karena mulai tahapan pengusulan
ide dan gagasan bahkan sampai
pada tahapan pelestarian kegiatan
melibatkan peran masyarakat mis-
kin setempat, sebagaimana yang

"

tertuang dalam Petunjuk Teknis
Operasional (PTO) PNPM-MPd.
Dari informasi seputar pelaksanaan
PNPM-MPd tersebut, akan bér-
banding terbalik dengan pelaksan-
aan proyek yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah. Misalnya pada
penyelenggaraan Dana Alokasi
Khusus (DAK).
Salah satu dari banyak indicator
yang menjadikan model tahapan
pelaksanaan PNPM-MPd lebih
unggul adalah dimana prosesnya
diawali dari penggalian gagasan
ditiap dusun sehingga apa yang
dibutuhkan oleh masyarakat bisa
terjawab dan mampu untuk direal-
isasikan. “Namun sayangnya se-
bagian besar sumber pembiayaan
PNPM Mandiri berasal dari bantuan
luar negeri. “kedepan kita harus up-
ayakan PNPM Mandiri dibiayai dari
anggaran kita 'sendiri,” kata Agung
Laksono (Singgih BS. Suara Karya.
JAKARTA).
Apa yang dikemukakan Agung
Laksono, juga diamini sejumlah
LSM di daerah ini. Seperti yang
disampaikan Jemy, aktifis salah
satu LSM Sulawesi Tengah. la men-
gatakan bahwa sumber dana PNPM
memang sebaiknya diambil dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), sehingga kemandi- |
rian yang dimaksud oleh pemerintah
memang betul-betul mandiri tanpa
ikatan utang dari pihak manapun
yang tentu saja dikelola seperti
pelaksanaan PNPM-MPd.
(Abdurrazaq — TPK Desa
Limboro, Kec. Banawa Tengah,
Kab. Donggala)





